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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi
perpajakan burung walet dan praktik ilegal di lapangan, serta mengidentifikasi faktor-
faktor yang berkontribusi terhadap maraknya penghindaran pajak dalam industri sarang
burung walet. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pendekatan analisis
wacana, analisis konten, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kompleksitas regulasi, lemahnya pengawasan, dan kolusi antara pelaku usaha dengan
oknum aparat pajak menjadi penyebab utama praktik ilegal seperti underreporting
produksi dan pungutan liar. Dampaknya, potensi penerimaan pajak daerah mengalami
kebocoran signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan regulasi,
pemanfaatan teknologi, dan penguatan kolaborasi multistakeholder untuk meningkatkan
efektivitas sistem perpajakan.

Kata Kunci : Pajak Burung Wallet; Praktik Ilegal; Kesenjangan Regulasi
ABSTRACT

This study aims to analyze the gap between swallow taxation regulations and
illegal practices in the field, as well as identify factors that contribute to the prevalence
of tax evasion in the swallow nest industry. Qualitative research methods were used
with discourse analysis, content analysis, and literature study approaches. The results
show that the complexity of regulations, weak supervision, and collusion between
business actors and unscrupulous tax officials are the main causes of illegal practices
such as underreporting of production and illegal levies. As a result, the potential for
local tax revenue has leaked significantly. This research recommends simplifying
regulations, utilizing technology, and strengthening multi-stakeholder collaboration to
improve the effectiveness of the tax system.

Keywords : Swallow Tax; Illegal Practices, Regulatory Gaps

PENDAHULUAN
Industri sarang burung walet merupakan salah satu sektor ekonomi yang
memiliki potensi besar dalam menyumbang pendapatan negara. Namun, di balik
kontribusinya, praktik ilegal perpajakan dalam industri ini masih menjadi isu yang
kompleks dan memerlukan perhatian lebih lanjut Indrawan et al., 2024). Regulasi
perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah bertujuan untuk mengoptimalkan

penerimaan negara dan memberikan insentif bagi pelaku usaha. Akan tetapi, dalam
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implementasinya, masih ditemukan berbagai pelanggaran akibat celah hukum yang
dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari pajak.

Keputusan untuk meneliti praktik ilegal perpajakan dalam industri sarang
burung walet didasarkan pada beberapa alasan utama. Pertama, meskipun industri ini
memiliki nilai ekonomi yang tinggi, pelaporan pajaknya masih jauh dari optimal,
sehingga negara kehilangan potensi penerimaan yang signifikan. Kedua, terdapat
minimnya penelitian yang secara khusus membahas kesenjangan antara regulasi
perpajakan dan praktik di lapangan dalam sektor ini, yang menjadikan penelitian ini
relevan dan memiliki kebaruan. (Permatasari & Muniroh, 2024) Penelitian sebelumnya
lebih banyak berfokus pada aspek penghindaran pajak secara umum atau dalam industri
lain, sementara penelitian ini menyoroti praktik di sektor spesifik dengan pendekatan
yang lebih mendalam terhadap tantangan dan solusi regulasi. Beberapa faktor yang
berkontribusi terhadap maraknya praktik ilegal perpajakan dalam industri sarang burung
walet antara lain adalah kurangnya sosialisasi regulasi, perubahan kebijakan yang kerap
terjadi, serta tumpang tindih antara regulasi pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan
kebingungan di kalangan pelaku usaha dan membuka peluang bagi mereka untuk
mencari cara dalam mengurangi kewajiban pajak. Selain itu, penelitian sebelumnya
yang diterbitkan dalam Jurnal Pajak Indonesia menunjukkan bahwa insentif pajak yang
lebih baik serta sosialisasi yang intensif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
terutama dalam kondisi krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19. (Riska &
Sumaryati, 2021).

Studi lain dalam Jurnal Profita menyoroti bahwa karakteristik perusahaan,
seperti ukuran dan profitabilitas, memainkan peran penting dalam menentukan
kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menawarkan perspektif baru
dengan mengidentifikasi secara spesifik bagaimana praktik ilegal perpajakan terjadi
dalam industri sarang burung walet serta sejauh mana celah regulasi dimanfaatkan oleh
para pelaku usaha. Kebaruan dari penelitian ini juga terletak pada analisis terhadap
efektivitas pengawasan dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas pajak,
serta bagaimana strategi yang lebih efektif dapat diterapkan untuk menutup celah yang

ada.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi
perpajakan burung walet dan praktik ilegal di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini
tidak hanya bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang ada, tetapi juga
memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya
dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan sistem perpajakan yang lebih
transparan. Harapannya, penelitian ini dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem
perpajakan yang lebih adil, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan
bahwa industri sarang burung walet dapat terus berkembang tanpa merugikan
penerimaan negara.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu.
Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses
penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada
(Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis
praktik ilegal pajak burung walet dengan pendekatan analisis wacana, analisis konten,
dan studi literatur. Pendekatan analisis wacana diterapkan untuk memahami bagaimana
media membingkai isu pajak burung walet, termasuk sudut pandang yang digunakan
serta potensi bias dalam pemberitaan. (Adhi Kusumastuti, 2019) Selanjutnya, analisis
konten digunakan untuk mengidentifikasi pola pemberitaan, tema utama, serta
perbandingan antara regulasi dan praktik di lapangan yang muncul dalam berbagai
artikel berita. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber
akademik dan peraturan terkait untuk menelaah kesenjangan antara kebijakan yang
berlaku dan realitas yang terjadi di masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI
Regulasi Perpajakan

Pajak sebagai instrumen fiskal memegang peran penting dalam pembiayaan
pembangunan Indonesia, termasuk pada komoditas bernilai tinggi seperti sarang burung
walet. Regulasi pemajakan sektor ini secara formal telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang
memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memungut pajak
atas usaha sarang walet. Namun, studi literatur mengungkap adanya jurang lebar antara

ketentuan hukum dan realitas implementasi. (Pasaribu et al., 2021) dalam penelitiannya
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menemukan bahwa ambiguitas mekanisme pemungutan dan lemahnya kapasitas
pengawasan daerah menciptakan ruang bagi pelanggaran sistemik. Problematika ini
diperparah oleh karakteristik industri walet yang cenderung tertutup, memudahkan
pelaku usaha memanipulasi data produksi hal ini diperkuat dalam regulasi terbaru yang
dikeluarkan melalui PP No. 35 Tahun 2023, yang menyoroti lemahnya sistem
pengawasan dan akuntabilitas pajak daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2023).

Praktik ilegal dalam sektor ini bersifat multidimensi. Literatur mengidentifikasi
tiga pola utama: pertama, penghindaran pajak melalui underreporting produksi
sebagaimana diungkap (Tsaqif et al., 2024) kedua, korupsi aparat berupa pungutan liar
(Samsu et al., 2024) dan ketiga, kolusi antara petugas pajak dengan wajib pajak untuk
memanipulasi nilai objek pajak. Dampaknya bersifat masif—estimasi kebocoran pajak
mencapai 50% dari potensi penerimaan (Samsu et al., 2024) ,suatu angka yang
mencerminkan kegagalan sistem dalam menjalankan prinsip tax equity. Fenomena ini
sesuai dengan teori tax gap (Indrawan et al., 2024) yang menyatakan bahwa kepatuhan
pajak berbanding terbalik dengan oportunitas penghindaran. Dalam konteks walet,
lemahnya deterrent effect (efek jera) akibat minimnya sanksi dan pengawasan menjadi
variabel kunci.

Media massa memainkan peran ambivalen dalam isu ini. Analisis framing oleh
(Stocks, 2023) menunjukkan bahwa 72% pemberitaan terfokus pada aspek negatif
seperti korupsi, sementara hanya 28% membahas solusi kebijakan. Dominasi narasi
investigative seperti eksposé¢ kasus suap di Riau oleh (Bym et al., 2025) justru
berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap otoritas pajak. Namun, literatur
juga mencatat peran konstruktif media dalam memicu policy response, misalnya melalui
tekanan publik untuk merevisi Perda yang tidak efektif.

Solusi yang diajukan literatur bersifat holistik. Pertama, penyederhanaan
regulasi untuk mengurangi loopholes, mengacu pada rekomendasi (Indrawan et al.,
2024) tentang pajak sektor informal. Kedua, pemanfaatan teknologi blockchain untuk
tracking produksi wallet sebuah inovasi yang sukses diaplikasikan di Vietnam menurut
laporan BPK (2023). Ketiga, penguatan multi-stakeholder collaboration melibatkan
asosiasi peternak walet, sebagaimana diusulkan. (Erani, 2020) Temuan-temuan ini

menegaskan bahwa penyelesaian masalah pajak walet tidak hanya membutuhkan
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penegakan hukum, tetapi juga transformasi sistemik yang menyentuh aspek regulasi,
tata kelola, dan budaya pajak.
Praktik Ilegal

Praktik ilegal dalam pemungutan pajak burung walet telah menjadi tantangan
serius bagi efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia. Meskipun regulasi seperti UU No.
28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta berbagai Perda telah
menetapkan kewajiban pajak bagi usaha sarang walet, implementasinya di lapangan
sering kali tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Studi oleh (Pasaribu et al., 2021)
mengungkap bahwa ketidakjelasan mekanisme pemungutan dan lemahnya pengawasan
menjadi penyebab utama rendahnya kepatuhan pajak. Banyak pemilik usaha yang
memanfaatkan celah ini dengan cara tidak melaporkan produksi secara akurat atau
bahkan menyembunyikan lokasi usaha mereka (Bym et al., 2025). Hal ini diperparah
dengan adanya kolusi antara pelaku usaha dan oknum aparat pajak, seperti pungutan liar
yang tidak disetorkan ke kas daerah, sehingga menimbulkan kebocoran pendapatan
yang signifikan (Riska & Sumaryati, 2021).

Lebih lanjut, penelitian (Samsu et al., 2024) menunjukkan bahwa praktik ilegal
seperti manipulasi data dan penghindaran pajak telah menyebabkan potensi penerimaan
daerah dari sektor ini hilang hingga lebih dari 50%. Fenomena ini tidak hanya
merugikan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh.
Media massa turut berperan dalam mengungkap kasus-kasus ini melalui pemberitaan
investigatif, namun sering kali fokus pada aspek negatif seperti korupsi dan pungutan
liar, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pajak.
(Riska & Sumaryati, 2021) Meskipun demikian, peran media juga penting dalam
mendorong transparansi dan akuntabilitas, seperti yang ditunjukkan dalam studi (Bym
et al., 2025), yang menyoroti perlunya keseimbangan pemberitaan agar masyarakat
memahami urgensi pajak walet bagi pembangunan daerah.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah komprehensif,
termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan penegakan
hukum yang tegas. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan media
juga penting untuk menciptakan lingkungan kepatuhan pajak yang lebih baik. Dengan
demikian, potensi pajak burung walet sebagai sumber pendapatan daerah dapat

dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi.
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Kesenjangan antara Regulasi dan Realita

Pajak burung walet, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
serta berbagai Perda turunannya. Namun, implementasinya di lapangan menunjukkan
kesenjangan signifikan antara regulasi dan realitas, yang tercermin dari maraknya
praktik ilegal seperti penghindaran pajak, manipulasi data produksi, dan kolusi dengan
oknum aparat. Studi oleh (Pasaribu et al., 2021) mengungkap bahwa ketidakjelasan
mekanisme pemungutan dan lemahnya pengawasan menjadi penyebab utama rendahnya
kepatuhan pajak. Regulasi yang seharusnya menjadi instrumen pengendali justru tidak
adaptif terhadap dinamika bisnis walet yang cenderung tertutup dan berbasis transaksi
informal.

Di sisi lain, praktik ilegal yang terjadi tidak hanya melibatkan wajib pajak, tetapi
juga aparat pemungut pajak. (Bym et al., 2025) menemukan modus seperti pungutan liar
oleh oknum petugas dan underreporting produksi oleh pelaku usaha. Hal ini diperparah
oleh minimnya koordinasi antarinstansi, sehingga pelanggaran sulit dideteksi. Data dari
(Samsu et al., 2024) menunjukkan bahwa potensi kebocoran pajak mencapai lebih dari
50%, mengindikasikan kegagalan sistem dalam menjamin kepatuhan. Kesenjangan ini
semakin nyata ketika melihat disparitas antara target penerimaan pajak di tingkat
regulasi dan realisasi di lapangan.

Media turut memengaruhi persepsi publik terhadap isu ini melalui framing
negatif yang dominan menyoroti korupsi dan inefisiensi (Stocks, 2023). Meskipun
berperan sebagai watchdog, pemberitaan yang tidak seimbang berisiko mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pajak. Literatur dari (Bym et al., 2025)
menekankan perlunya reformasi multidimensi, termasuk penyederhanaan regulasi,
peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa intervensi
struktural, kesenjangan antara regulasi dan praktik ilegal akan terus memperlebar celah
ketidakadilan dan merugikan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik ilegal perpajakan
dalam industri sarang burung walet masih menjadi permasalahan kompleks yang
disebabkan oleh kesenjangan antara regulasi dan realitas di lapangan. Meskipun regulasi

telah dirancang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan menciptakan sistem
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perpajakan yang adil, lemahnya sosialisasi, kompleksitas aturan, serta kurangnya
pengawasan menyebabkan maraknya penghindaran pajak dan manipulasi laporan
keuangan. Selain itu, pemberitaan media lebih banyak menyoroti kasus pelanggaran
dibandingkan dengan upaya perbaikan regulasi, yang berdampak pada menurunnya
kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-
langkah strategis seperti peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, pemanfaatan
teknologi informasi dalam sistem perpajakan, serta kolaborasi yang lebih erat antara
pemerintah, aparat penegak hukum, dan komunitas usaha untuk menciptakan sistem
perpajakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.
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